BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) merupakan bentuk
pengawasan dan pemacu kantor peradilan untuk melakukan perubahan /
peningkatan dalam pelayanan dan kenyamanan. Tujuan SAPM adalah
bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung ini bersih dan memiliki
pelayanan prima, sesuai tujuan blue print Mahkamah Agung tahun 2010 — 2035.

SAPM harus dimiliki oleh setiap pengadilan. Sebagai benteng terakhir
penegak hukum, Pengadilan harus terus — menerus memperbaiki sistem
Peradilan guna meningkatkan kepercayaan publik, sebagaimana salah satu
wujud dari Badan Peradilan yang agung adalah Peradilan yang berorientasi pada
pelayanan publik yang prima. SAPM juga akan sebagai penilaian bagi para
pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi.

Gambar 5.1
Opening Meeting Assessment Surveillance | APM tanggal 4 Juli 2019
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Gambar 5.2
Penyerahan Dokumen Kontrak Kinerja dan Berita Acara Hasil Observasi saat
Closing Meeting Assessment Surveillance | APM tanggal 5 Juli 2019

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor
5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, Pengadilan Agama
Watampone berhasil mempertahankan nilai akreditasi A Excellent pada
Surveillance | Akreditasi Penjaminan Mutu.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerapan Pelayan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) di
Pengadilan Agama Watampone, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur
dalam Buku I, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan
pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi
langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat / Pejabat Pengadilan,
sehingga dengan penerapan PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu), diharapkan
masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima
yakni peradilan sederhana, murah, akuntabel, responsibility, transparan, efektif,
efisien, dan ekonomis. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang
diberikan menjadi terstruktur dan terukur (direct service) dan akan
meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta diharapkan
tidak terjadi lagi KKN di Pengadilan Agama Watampone.
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Gambar 5.3
PTSP Pengadilan Agama Watampone

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan PTSP
ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen, baik dari internal Pengadilan
Agama Watampone, unsur Pemerintah lainnya, aparat Penegak Hukum,
Advokat, maupun masyarakat pada umumnya, khususnya para pencari keadilan.
Karena itu dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama, dan dukungan dari
semua pihak, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

1. Layanan Pokok PTSP
a. Layanan Informasi / Pengaduan
1) Layanan Informasi
Petugas Informasi dibawah Penanggung jawab Panitera Muda
Hukum, memberikan layanan informasi, baik secara prosedur biasa dan
prosedur khusus, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, serta melayani permohonan informasi, baik
yang diajukan secara lisan atau tulisan.

2) Layanan Pengaduan

Petugas pengaduan melayani pengaduan, baik yang diajukan secara
lisan atau tertulis.

a) Pengaduan secara Lisan :
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e Menghadap langsung petugas Meja Pengaduan kantor Pengadilan
Agama Watampone pada jam kerja, mulai pukul 08:00 s/d 16:30
WITa.

e Menyampaikan secara lisan permasalahan / pengalaman yang
dialami sebenarnya (tidak fiktif).

b) Pengaduan secara tertulis :

e Menyampaikan / mengirim surat resmi yang diajukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan cara :

- Diantar langsung

- Melalui Pos

- Melalui Faximile (0481) 21018

- Melalui E-mail: watampone @pta-makassarkota.go.id

e Menyertakan foto fotokopi identitas dan dokumen pendukung
lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang
akan disampaikan untuk pengaduan secara tertulis.

b. Layanan Pendaftaran Perkara
Layanan Pendaftaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran
yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja, dibawah Penanggung
Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan
Pendaftaran Perkara meliputi :
1) Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan tingkat pertama;
2) Penerimaan pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali;

3) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Konsinyasi;
4) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Eksekusi;

5) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. Layanan Pembayaran Perkara
Layanan Pembayaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pembayaran
yang sebelumnya disebut sebagai Kasir, dibawah Penanggung Jawab
Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan
Pembayaran Perkara meliputi :
1) Penaksiran Panjar Biaya Perkara;
2) Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
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3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

4) Pengembalian Sisa Panjar (PSP) Biaya Perkara;

5) Penyerahan bukti-bukti Pembayaran;

6) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilakukan oleh Petugas
Produk Pengadilan, yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja llII.
Layanan Penyerahan Produk Pengadilan meliputi :
1) Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan;
2) Penyerahan Akta Cerai;
3) Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan
Perundang-undangan.
2. Layanan Penunjang PTSP
a. Layanan Posbakum
Layanan Posbakum meliputi Konsultasi Hukum dan bantuan
pembuatan Surat Gugatan atau Permohonan bagi Pencari Keadilan.
b. Layanan Penyetoran Panjar Biaya Perkara
Untuk sistem pembayaran biaya perkara, Pengadilan Agama
Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal, yaitu
PT BRI Cabang Watampone dengan System Payment Point yang ada
lingkungan PTSP itu sendiri.
c. Layanan Materai dan Legalisir atau Nazzeglen
Untuk sistem layanan materai dan legalisir atau nazzeglen, Pengadilan
Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa
Eksternal yaitu PT POS Cabang Watampone.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi,
melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada
pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima (excellent
service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan
kebutuhan pelanggan / masyarakat pengguna jasa Pengadilan Agama
Watampone. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan
yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan / masyarakat.
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Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan
peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Agama Watampone, maka perlu
adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi
kebutuhan tersebut.

1. SITATAN (Sistem Informasi Tata Persuratan)

SITATAN adalah Sistem Informasi Tata Persuratan di Pengadilan
Agama Watampone yang merupakan transformasi surat dalam bentuk digital
yang diciptakan untuk merespon informasi surat masuk dan surat keluar.
Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan kinerja dengan sarana teknologi
informasi sehingga memudahkan bagi para stakeholder dalam hal
penginputan data surat masuk/keluar, pendistribusian surat masuk/keluar dan
pengarsipan surat masuk/keluar secara digitalisasi, sehingga kinerja institusi
semakin lebih efektif, efisien transparan dan akuntabel.

Gambar 5.4
Tampilan Halaman Login Aplikasi SITATAN

SITATAN (Sistem Informasi Tata Persuratan)

Pengadilan Agama
Watampone

email : watamponefpta-makas: website : http://pa-watampone.net

LOGIN APLIKASI

Nama Pengguna
Password

Tahun

Login

) Tampilan terbaik pada browser Google Chrome.

IT PA Watampone ® 2017

Aplikasi ini terdiri dari data surat masuk/keluar, dokumen hasil
digitaliasi surat masuk/keluar, pendistribusian data surat masuk/keluar,
monitoring data surat masuk/keluar, pengarsipan data surat masuk/keluar dan

laporan data surat masuk/keluar.
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Gambar 5.5
Tampilan Halaman Penginputan Surat Masuk pada Aplikasi SITATAN

SITATAN fBemnda X AgendaSurat~ B CetakBukuRegister - ¥ KlasifikasiSurat  / Pengaturan ~ A ST. Masyitah F

FORM SURAT MASUK

No_Agenda 478 Tanggal Surat

Sifat Surat ©O Biasa @ Penting ® Segera ® Sangat Segera Kode Surat

Asal Surat
I | Browse.. | Nofile _lected

Noror Surat
Keterangan

Perihal + Simpan 4= Kembali

SITATAN (Sistem Informasi Tata Persuratan)

© IT PA Watampone - 2017. Load Time : 0.0581, Memory Avaiable : 2.38MB

Proses ini dimulai dengan penginputan data surat masuk/keluar,
digitalisasi surat masuk/keluar, pendistribusian dan pengelolaan data surat
masuk/keluar pada unit pengolah, yang sudah otomatis dapat dimonitoring
data surat masuk/keluar, dan data surat masuk/keluar tersebut terarsipkan
sesuai dengan kode surat, serta dengan mudah laporan data surat
masuk/keluar di print out.

SITATAN merupakan upaya terobosan perubahan dengan pemanfaat
Teknologi Informasi untuk mengelola tata persuratan secara elektronik dalam
rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus penghematan kertas
dan waktu, khususnya pada satuan kerja Pengadilan Agama Watampone,
ketika kondisi tata persuratan saat ini masih dilakukan dengan cara manual,
baik dari segi proses pencatatan data, penyimpanan, pengiriman, dan
penerimaan yang memunculkan beberapa permasalahan yang terkait dengan
tata persuratan yang dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang

cukup lama.

2. SIMONANG (Sistem Informasi Monitoring Anggaran)
Ketersediaan sistem monitoring yang handal akan memberikan
kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahap
perencanaan, yang pada ahirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 56



anggaran pada Pengadilan Agama Watampone. Sistem monitoring,
khususnya terhadap anggaran, perlu terus dikembangkan agar lebih
bermanfaat baik bagi para pemangku kepentingan internal maupun bagi
lembaga ini. Penyempurnaan system monitoring ini, secara langsung
mengharuskan terpenuhinya hasil yang berkualitas dan dapat dievaluasi dan
tindaklanjuti.

Penguatan pengawasan merupakan penataan untuk meningkatkan
penyeleggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan
nepotisme untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta
taat pada peraturan dengan menjalankan pengelolaan keuangan yang handal
dan terpercaya.

Penguatan pengawasan melalui optimalisasi monitoring dan
implementasi anggaran berbasis IT melalui aplikasi SIMONANG pada
Pengadilan Agama Watampone, dimana perancangan aplikasi SIMONANG
tersebut merupakan upaya untuk memantau setiap saat secara online
implementasi anggaran yang real time serta mengefektifkan dan
mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan
melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme
pelaporan penggunaan anggaran.

Aplikasi SIMONANG dapat diakses setiap saat melalui portal
Pengadilan Agama Watampone. Secara umum, aplikasi yang dikembangkan
ini akan memuat informasi anggaran, termasuk penggunaannya yang
dibutuhkan sebagai masukan dalam rangka penerapan Perencanaan dan
Penganggaran, serta lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi setiap kegiatan
/ program yang direncanakan dalam anggaran tersebut terhadap pencapaian
target kinerja lembaga ini. Aplikasi ini bukanlah suatu sistem yang terpisah,
namun haruslah dilihat sebagai satu kesatuan yang saling komplementer
(saling mengisi atau saling melengkapi).
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Gambar 5.6
Tampilan Halaman Login Aplikasi SIMONANG

Username

Password

Version 2.0

Setelah login berhasil, maka akan memunculkan halaman dashboard
seperti gambar di bawabh :

Gambar 5.7
Tampilan Halaman Dashboard Aplikasi SIMONANG

TOTAL PAGU ANGGARAN
Rp. 0,00
TOTAL SISA ANGGARAN
Rp. 0,00

TOTAL BELANJA BULAN INI

Rp. 0,00
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